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PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11/PRT/M/2018

TENTANG

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG,

PENGKAJI TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keandalan teknis bangunan

gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan,

dan kemudahan dalam penyelenggaraan bangunan

gedung diperlukan tim ahli bangunan gedung, pengkaji

teknis bangunan gedung, dan penilik bangunan;

b. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan

ketertiban pemanfaatan bangunan gedung oleh

masyarakat, setiap bangunan gedung harus memenuhi

persyaratan administratif dan persyaratan teknis serta

harus diselenggarakan secara tertib;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung, perlu pengaturan tugas, fungsi, dan tata cara

pelaksanaan tugas bagi tim ahli bangunan gedung,

pengkaji teknis, dan penilik bangunan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat tentang Tim Ahli Bangunan Gedung,

Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TIM AHLI BANGUNAN

GEDUNG, PENGKAJI TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian

atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan

usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

2. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung

yang digunakan untuk kepentingan umum dan

Bangunan Gedung fungsi khusus, yang dalam

pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan

pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas

tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting

terhadap masyarakat dan lingkungannya.

3. Asosiasi Profesi Khusus adalah asosiasi yang

beranggotakan tenaga ahli dan/atau tenaga terampil

yang memiliki kompetensi hanya pada satu bidang jasa

konstruksi.

4. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya

disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh

pemerintah daerah kecuali untuk Bangunan Gedung

fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik Bangunan

Gedung untuk membangun baru, mengubah,

memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan

Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan

persyaratan teknis yang berlaku.

5. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang

selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang

diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk
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Bangunan Gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk

menyatakan kelaikan fungsi suatu Bangunan Gedung

baik secara administratif maupun teknis, sebelum

pemanfaatannya.

6. Bangunan Gedung Hijau yang selanjutnya disingkat BGH

adalah Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan

Bangunan Gedung dan memiliki kinerja terukur secara

signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber

daya lainnya melalui penerapan prinsip Bangunan

Gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam

setiap tahapan penyelenggaraannya.

7. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya

disingkat BGCB adalah Bangunan Gedung yang sudah

ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tentang cagar budaya.

8. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan

pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis

dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan

pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran Bangunan

Gedung.

9. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat

TABG adalah tim yang terdiri atas para ahli yang terkait

dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk

memberikan pertimbangan teknis dalam proses

penelitian dokumen rencana teknis, dan juga untuk

memberikan masukan dalam penyelesaian masalah

penyelenggaraan Bangunan Gedung tertentu yang

susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus

disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung

tertentu tersebut.

10. Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya, yang

selanjutnya disingkat TABGCB adalah tim yang terdiri

atas TABG dan tenaga ahli pelestarian Bangunan Gedung

cagar budaya untuk memberikan pertimbangan teknis

dalam tahap persiapan, perencanaan teknis,

pelaksanaan, pemanfaatan, dan pembongkaran
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Bangunan Gedung cagar budaya untuk IMB, perubahan

IMB, SLF, rencana teknis perawatan, dan rencana teknis

pembongkaran Bangunan Gedung.

11. Tim Ahli Bangunan Gedung Hijau, yang selanjutnya

disingkat TABGH adalah tim yang bertugas memberikan

pertimbangan teknis dalam tahap pemrograman,

perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi,

pemanfaatan, dan pembongkaran Bangunan Gedung

hijau untuk perizinan, pemenuhan kelaikan fungsi, dan

sertifikasi Bangunan Gedung hijau.

12. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan

usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum yang mempunyai sertifikat kompetensi

kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk

melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi

Bangunan Gedung.

13. Penilik Bangunan (Building Inspector) yang selanjutnya

disebut Penilik Bangunan adalah orang perseorangan

yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh

pemerintah untuk melakukan inspeksi terhadap

penyelenggaraan Bangunan Gedung agar sesuai dengan

persyaratan Bangunan Gedung.

14. Penyelenggaraan TABG, Pengkaji Teknis, dan Penilik

Bangunan adalah rangkaian kegiatan pengelolaan,

penugasan, dan pelaksanaan tugas TABG, Pengkaji

Teknis, dan Penilik Bangunan.

15. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik

bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan

gedung, dan pengguna bangunan gedung.

16. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok

orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan

IMB kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau

pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta.

17. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum,

kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut

hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
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